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POLICY BRIEF
ISU PENDANAAN IKLIM DALAM
MENGURANGI EMISI KARBON DI
INDONESIA



EXECUTIVE SUMMARY

Policy brief ini ditujukan atas dasar rekomendasi kebijakan terkait
isu pendanaan iklim di Indonesia. Perubahan iklim beresiko
agregat dapat berimplikasi pada ekonomi negara bahkan
kesejahteraan manusia. Perubahan iklim disebabkan oleh
meningkatnya emisi gas rumah kaca yang mengalami
peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi karena input
penting dalam produksi yang menjadi salah satu aktivitas
ekonomi, menggunakan bahan bakar fosil. Di masa yang akan
datang, nantinya aktivitas ekonomi akan terkena umpan balik
negatif. Diperlukannya solusi berkelanjutan atas permasalahan
lingkungan yang kompleks. 



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang dengan
kelimpahan sumber daya alam yang
menjadi daya tarik para investor.
Banyak yang masuk menjalankan
bisnisnya di Indonesia karena faktor
sumber daya alam yang dimiliki
Indonesia. Namun, banyak aktivitas
bisnis di Indonesia yang berimplikasi
pada perubahan iklim.

Isu Iklim Indonesia

Indonesia kerap menjadi salah satu
negara penyumbang emisi terbesar di
dunia. Di Indonesia, per Oktober 2023,
suhu udara rata-rata mencapai 27,7
derajat celcius. Hal ini menunjukkan
bahwa suhu udara di Indonesia secara
umum mengalami kenaikan +0,7 derajat
celcius. 

Pendanaan Iklim

Biaya besar diperlukan dalam
menghadapi perubahan iklim. Pendanaan
iklim kerap menjadi perbincangan di COP
26 atau Konferensi Perubahan Iklim pada
2021 di Glasgow. Kesenjangan terjadi
antara negara maju dan berkembang
dalam menghadapi perubahan iklim.



Pajak Karbon

Pajak karbon berpotensi mendorong pengembangan inovasi teknologi, seperti
seperti pembangkit listrik non emisi sebagai salah satu upaya dalam mendorong
pengurangan emisi karena menciptakan solusi ramah lingkungan. Namun
perusahaan berpotensi mencari negara lain yang memiliki regulasi lebih lemah,
dalam kata lain, tidak memiliki regulasi ketat terkait pajak karbon.

Menghapus Subsidi Bahan Bakar Fosil

Dengan menghapus subsidi terhadap bahan bakar fosil, akan emisi karbon akan
senantiasa mengalami pengurangan secara signifikan mengingat Indonesia
merupakan salah satu negara dengan pemberi subsidi bahan bakar fosil terbesar.
Selain itu, anggaran dana yang semula untuk subsidi bahan bakar fosil dapat
direlokasi untuk pengembangan energi terbarukan atau dapat mengurangi defisit
anggaran. Akan terdapat industri yang kesulitan beradaptasi bagi mereka yang
bergantungan dengan bahan bakar fosil.

Standar Emisi

Penetapan standar emisi mampu mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca,
namun dengan catatan harus dilaksanakan dengan ketat. Sama halnya dengan jika
menerapkan pajak karbon, bahwa penetapam standar emisi juga berpotensi
menyebabkan industri untuk mencari negara lain yang memiliki regulasi terkait
standar emisi yang lebih lemah. 
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Subsidi Energi Terbarukan

Pengalokasian dana untuk subsidi energi terbarukan dapat mengurangi emisi
karena didorongnua penggunaan energi terbarukan uang lebih ramah lingkungan.
Akan tetapi, akan menjadi tantangan jangka panjang dalam hal keuangan.



Pengawasan pajak karbon yang lebih intens

Pengawasan pajak karbon perlu dilakukan dengan lebih intens karena banyaknya
praktik korupsi dan pelancaran proyek dengan jalur ilegal melalui praktik suap.
Dengan pengawasan yang lebih intens juga berpotensi menyebabkan industri untuk
mencari negara lain yang memiliki regulasi yang lebih lemah. 

Evaluasi Pengawasan dan Implementasi Kebijakan Iklim

Rendahnya tingkat evaluasi di Indonesia dalam hal pengawasan dan implementasi
kebijakan, yang sebetulnya sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan-
kebijakan yang telah diterapkan dalam mencapai target kebijakan tersebut dibuat.
Namun, terdapat banyak faktor penyebab perubahan iklim yang menjadikan
evaluasi akan menjadi kompleks atau sukit dilakukan dengan akurat.

Green Building

Dengan diusungnya konsep bangunan yang ramah lingkungan (green building) bagi
perusahaan yang telah mencapai level tertentu, baik lokal maupun multinasional,
sebagai upaya pengurangan emisi karbon, dapt mendorong praktik efisiensi energi.
Bangunan yang memiliki design ramah lingkungan memikirkan bagaimana
pemanfaatan energi, namun memerlukan biaya yang tinggi di awal pembangunan.
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